
KOM' s,

,HAN

a

E
:;

\.
i

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR 144 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN

INFORMASI DAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2O24DI KOMISI PEMIUHAN UMUM

KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengananan sistem

komputer dan infomrasi dan sistem manajemen

keamanan informasi pada Pemilihan Umum Tahun

2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I dan Pasal 4O

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Eletektronik mengenai

peran pemerintah dan instansi dalam hal kepentingan

pengamanan data;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-

Undang 27 Tahun 2O22 tr;fiang Perlindungan Data

Pribadi yang menyebutkan sistem keamanan dibuat

untuk pencegahan data pribadi yang yang diakses

dengan secara tidak sah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimalsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Serang tentang Standar Operasional Prosedur

Pengamanan Sistem Komputer dan Informasi dan

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Pemilihan

dan...

a

IJ



Mengingat

_1_

Umum Tahun 2A24 di Komisi Pemilihan Umum Kota

Serang;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi den Transaksi Eletektronik (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Eletektronik (Irmbaran Negara Republik

lndoneeia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2 Undang-Undaag Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan I*mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023

tentang Penetapen Peraturan Femerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahrun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan

Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 551);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

scbagaimana telah beberapa kali diubah' terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

dengan...
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tahun 2023 tentang Perubatran Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum IkbupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O22 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

TEMANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN INFORMASI DAN

SISTEM MANA-'EMEN KEAMANAN INFORMASI PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTASERANC.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengamanan

Sistem Komputer dan Informasi dan Sistem Manajemen

Keamanan Informasi Pada Femilihan Umum Tahun 2A24 di

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana

tercantum dalam tampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada anggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SERANG,
PARAF KOORDINASI TANGGAL

Sekretaris $

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia 4t

eqf - }oe3.
/r0

Kepala Sub Bagian Perencaraan,
Data dan Informasi /

ztl
/to

z,
AHRAN

E



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SERANG NOMOR 144 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN

INFORMASI DAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN

INFORMASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMUHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR 144 TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN

INFORMASI (SIBER) DAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKII

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

loM,r,



NOMOR S()P I 935/TIK.O3-SD/36? 3 I 3 I 2g2a

TANGGAL
PEMBUATAN

23 Oktober 2023

TGL REVISI

TANC,CAL
PENGESAI{AN

2023

DISAHKAN
OLEI{

NAMA SOP

DAI| SISTEI' I'AII JBIEX
ITTORIASI PA.DA PEXILIHA.I{

TAIII'T 2XYU DI BOIISI
I'UUX I<OTA SERAIYG

PROSEDUR

IIOIPUTER DAT

Ko lr,s

TOUISI PEf,ILIHAX T'XUU
K(}TA SERAX(I

KUAIIFIKASI PEI"A}GANADASAR HUKUM

PENCAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN INFORMASI (SIBER)
l. Peqa,mqnan Aplik !i d.n Pcnscmbsngan Sistcm;
2. PsrEamanm Data Cent"r dan Jaringan;
3. PeaSamanan Pengop.rasian;
4. kflgamanan Fisik (!sr{utan);
5. Audit (lanjutanli

. SISTEM MANAJEMEN I(EAMANAN INFIRMASI (SMKI)
l. Kernanan Teknologi InfqmaEi [nB;
2, KeoanEn Fisilq
3. Sist Er Manai:meai
4. Pca8etolr.n Bcrkebnjut n.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tc{rtang
Informasi dan Trsnrak i Elctcldrooik ff.mbehrn
Irrnbaran N€gara Republik lndqresia Nonor 4843)
sebagaimana telah diubah deogBn Undary-Undang
Nomor tq Tahun 2016 tcntdrg Perutahan At s Undan8
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Eleteldronik (tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952):

2. Undang-Undang NoBor 7 Tahun 2Ol7 tentang Psmilihan
Umum (lrmbaran Negara Rcpublik lodonesia Tahun
2017 NoEor la2, Taabahan t edbaraa Negafa RePublik
lndone.ia Noaor 6109) gcbegairn 

'le tclth diubah
dengan Peraturan Pemerintah Prnggqnti Und.ng-
Undsng Nomo. I Tahun 2022 teirt ng Pe.ubshan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentaig Pemfihan
Umum (t mbaran Ncgara RePubtik Indonctia Tahun
2022 Nodor 224, Te-abshan Llob.ran Ncg!.ra l{omor
6434r

3. Undang-Undang Nor.o. 27 Tahur 2022 tlata'rg
Pedindungan Data kibadi {kE.bar8n Nega.a Repirblik
lndoncaia Tahun 2022 Nontor 196);

4. Pe.atu!"an Komisi Pemilihaa Umum Nodor 8 Tahua 20 19

tcatenS Tata Xcda Kordsi Pe ilihan Umu.ro, fbEisi
Peoilihan Umuru Provind dan l(omiri P.{dlihan UmuBr
lGbupltenlKota (Be.ita Ncgata Ripublik lrdonclia
Tahun 2ol9 NoBor 32o)
sebagaimara telah bcb.raPa kali diubah tcrakhir dcagan
Pe!'atr,rra'r Kotnisi itmilihao UmuE NoEror 5 "fahun 2V/2
tentang Perubahatr Keempat atas Peraturan Kombi
Pemilihaa Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata
Kcrja Kolnisi PerBiliha, UDul!!, Komisi Fr(nilihan UEum
Pro/rnsi, dan Komisi PeEilihan UauE Kabupqteq/Kota
(Bcrita Negara Republik lndoncsia Tahun 2OU2 Netnor
984);

5, Peratu.rar Kodisi Pemilihan Umu.D Notaor 3 Ta-hun 2@2
teltant Tahapan daa Jadwal PenyelcagarEan Pcrilihan
Umum (Berite Negara Republik lndonesia Tahun 2022
Nomor 574);

6. Peraturan Mentcri l{oiouaikali dan Infor6atika No6or 4
Tahun 2016 te,lts$g Sistsm ManSicELo Pcosarrsnar
tnfoturaii (Bcrita Ncg.ra Rcpublik Indon€lia Tahun 20 16

Nomor 551
Feneumx / PERLENcKAPANKETERKATTAN

ForE Tangg4al
MaslaaraL.t;
K@putcr;
Iatarnet.

I darr Masuka.n

2.

1. SOP t ayanarr tflformasi Publik

PENCATATAN DAN PENDATAANPERINGATAN

tr



f. Jika tidak dilaksanalcaD
KoEputcr Dar! IsforDa3i (SIBERI 6.L. tiEbul pote$Ei
ancanan/.erang.n pa& scrva/aplikasi kcp.iniluan
KPU

Pengamana, Sistcm Peryembanga, Sistem dilakukan dengan

Pcngelolaaa basis dara
lntegritas Data
Kcrahaliatt Data
Ket rs.diaan Data
Metodologr pengenbangan aplikasi
Peogenddiaa trrrubahan aplikaci
Penangaaan program/koding b.rrnasatah

FensaEsnao Data Ccntcr daa Jaringan, dil,akukaa dcngan cara :
a. Tcknolo6i perganatlan yang digurlakan
b. F;milihan Prolohol J.ringan
c, F.rangkat keaEanan
d. Teknik Kriptograf
e. Model da,l AEitelrhlr Koaraanan
f. Digital Signaturc
g. Fiunagc, Firceall, Pcrforaarrce Test, Fenteat t6t, Backup

Fengaftana.n Pea8.Ecnaliltr, dilslukal dcflgai c.ra :

a. Pe0irqhar Tu8as dan Wesenang
b. Alurpertanggungiaeaban
c. Perekrutan SDM
d. Kontrol input dan output data
e. Kontral pcngelolaan lErubahan data

ca-ra :

a-
b.
c.
d.
e.
f.
s.

Pengamanan Aplikasi dan

Feflo(lil di lingkulgan KPU P.ovinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP
Ikbupaten/Kots J,"ang mengunakan aset informasi Bilik satuan
kcrja (satker| harus bertangBung ja*ab terhadap penggunaan aset
informasi 5rang scsuai dengaa prinsip keananan informasi yaitu:

a. Menggunakar as€t informasi dengan benar untuk menghindari
risiko kchil,angan atau ke.u.slan;

b. uenjaga kcrahariaan aet inforEali dan inlqmasi yang
ter6iEpei:

c. Melindangi aset informa:i tcrhadap akles yang tidak sah atau
tidak ,nemiliki otoritar; da,

d. Tidak mcnggunakan aset informari untuk kepentingan yang
bcrtentarBan dengan etika, peratuian, dan hukum yang
bcri.ku .crta tocrugikan iatueo karja (srtl(crl di ma8in8-masing
dgcrah.

Scmu,a asct informaii hsuc di}akukan id"rrtifikari dan iavantarisa8i;
Scmua asct informasi harus dit tapl@i penanggungiawabnya;
Scmua aset inlcmasi han5ra boleh digunakan untuk kepentingan
satuan kerja (iatker);
lnformasi pada satuan kerja (satkcr) harus d.iklasifrkasikan seuai
dengan perE/aratan hukum, nilai, ktidlalitas, dan kerentanan
tcrhadap pcngungkapEn atau pcmodifikasian yang tidak sah.
Klasilikasi infomasi te$a8i meojadi 3 kelas, yaitu: Rshasia, Terbatas
dan Publik;
Mcdia yart8 dapat dipindallkan lrenowfu medirl sePerti cD,
htufu Hotddi*, Ftash Diitq da fdpe kcbrP' Jrang mcnyitnpan
infomasi rahalia haiu! dirimpan di loH !7Il8 Erq, yaitlr lokaBi
yang telah ditentuken;
Flash Disk dtat tclcl diguna-kan untuk rnenyitnpan informasi
.ahesiA lccara pcrnancru Jika laah di.k digunakaa untuk
ptrU-tkaral intoaesi reh*i8, 6Eka inlorinali rahesia tcrrcbut harug
scgcra dihapus sctehh Frtuk rEtl dilskukan;
Jika a.ct inlorttrali akan dipindahtangankan kcluar dari lingkungan
.atuan keda (!atkct'), Baka inIorEasi yang diridPan hatu. dlfa[.t
.tao diL.IE dengan aetode yang aman;
Media yang dapat diptndabkdn leno&ble medit) yang telah dan atau
tidlk dapat dibaqr olch tiltelr kortputer atau meog.larni kcrusal€n
harus d&scErta rccrr ldL

IO.KPU Pro\tuli/ KIP Acch dln KPU/ IoP K.buPatcn/ Kot! wajib
mcngganti kata saadi (passu,or{ email secara berkala minimal I Lrll
xtLp 3 toLs;

f 1, Scluruh Adtuinirbtut Cponel Weboite da.t Admi^istrdtot genglelola
ecbsite KPU ProviDsi/ KIP Aclh dan KPU/ KIP lhbupatcn/ Kota rajib
menggaati kata ssndi lPasslnfid) secara berkala dinimal I LrIl
xdrp bulu.

12, PeGbuetan kata saadi {passrr,on{ harue t rdiri dari I

a, KoErbirasi hutuf kaPital. hurul k cil, dan karaldc. khususi
b. Sulit dit bilq tetafi Eudah diintat ol,eh pcngguaa;
c. Bukan mcrupakan kata atau akronim dsri nanna sendiri atau

kcrabat, tang8i lahir, alEmat rum6h, dan sebaSainya;
d. Tidak sarna dengan nafia akun pcngguna, baik sebagian atau

scluruhnyq dsn
.. Tidrk !.rna dengar 3 sandi (pass rtr4 tcra.Lhrr l6ng t Lah

digarti.
f3. kng8urla hak skses lra* toLl Bernbagi atau membaitahukan

kata sandi (possxpnd);
14. Kata lardi {pa!su,t n4 datt boL& ditukkar! ditrf,npat yang mudah

2. Jika tidak dilaksaoakaa Sistele ManajeEen
Keamaran Informagi (SMKI) maka tidak
terlindunginya keratasiaan, integritas dan
ketcrsediaan informasi, tidak dapat mengendslikan
resiko keamalan indormasi, tidak memiliki kontrol
organirasi tcrhadap lirgkungaa proccr bisairnya,
tidak oatuh tcrhadap hukum dan undang:usdsng
geperti UU lTE, dll.



15, IGta sandi (po$6r/onCf default harus diganti;
16- Hat akses aetlua pe,1ggr-aa harus dilaku.kan peninjauaa secara

berksl4
17- llak akses penggt{ra yang telah tldrf fcrulg harus segela

ditutup arau dllatB;
18. Penguna hak akres l{rlrt bolci D€otIt mengirtat kata .ardi

lr?'rrlct t'gt ,ld.'d,@,Q da.lam tarnpilan log'rrq
19, Setiap personil wajib menjaga peraagkat (komputer dan garrai) tetap

arnan dcngan rielakukan hal-hal scbagai bcrikut:
a. Menginst8l dsn rnelakukan pernbaruao Antieirug;
b. Meoastikan nedia yang bisa dilndahkaa Ocmowde rnedi4

sepefiilosh dGk tetap aman;
c. lr{engunakan aplikari resmi dan bc.tisersi;
d. Menggunakan enkdpsi
e. Melakukan pencadargan data secara rutin;

l2O. sclalu mengunci eerangkat (korputcr dan gawai) jika scdang tidak
digunakan;

21. Mebkukan pengaEaDan padr konekli jaringan iDrcrDcr di
liDskungan satual kerja (satker)d€ngan Belaku]an hal-bal sebagai
berikut:
a- MengaLtilkan fu igsrfr!,r8,nr,'na alnea
b. Guna*€n protokol YP,Ail pada kata sandi WiFi:

22. Aksee intemet WiFi {uneress, disediakan kepada pegaBai untuk
mclakukar d(!cs in ormali yana bcrkaitan dengan operasionai dan
kompctcnsi dalam pclayanan jasa tcknologii

23, Feaasarcgan pc.anglrat keras wiFi {ari'ebsg harus firendapatka$
per.etujuan dari Kepala BrAiao/ Sub Bagian te!'kaiq

24- Pengguna akses inleinet dilarang melakukan pengunduhan
informasi dcngaa ekstansi'.qa' , '.coE , dan ckstensi lainr5ra5rang
dapat dieksekusi karcna meEiliki risiko terdapat nblurare {perangkat
lunak b.rbahaj.al;

sudber :

Surat Edaran KFU RI No 3 Tahutt 2022
tentatg ftrrerapan Kebijakar Sistem Manajemerl Keamarar
luloraasi.



FLOWCHART STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN INFORMASI (SIBER) PADA PEMILU TAHUN 2024

Keterangar ;
I . Simbol Kapsul/ Terminator (J I untuk mendeokripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

XEOIAIAf, ADi'IN,/OPARATOR
K?U KOTA ADAAXO

t(lPAt 
^ 

auE
IAOIAT' KPU

N(,I'A ElRA,lO

AD$i'TARI'
rcIU KOTA
Bln ro

KOOBDTNAIOR
Dtvtat t(PU

I{O'TA 
'ARATO

t(rful Ktu
rOTA 

'IRAiO
t{lLDrol( PAlf ou?Pur

Pcngamanan Aplikasi dan
Pengembangan Siatem

E. E-L -G
?

a 2. Jirhl.!
|. Rrprt

160 lGllt

i.El3canlab.ltrd.ta;
3. P\.mt d&r D.rri
4, Xrt .!.tb.n t.t ;
5. i&Ldolosr Fo!?lb.lfrr .9!r6.t
6. EDr.d.Ir! Frurrrhtr e$('dr
7. n naarllr6n prc$?r/kodLt tErmll.lih

2 Pengamanan Data Ccntcr dan
Jarintan

E. E.
t g 2. Jrttt{.n

3. fl..idltl, tlardt

l. Rrprt l. ftLrroloat pclralD.D.n yE{ dtn d{n;
2. hlrol!.ll Prstolol,t.tllrl!.i
3. krlrcLt L.rErlani
4. T.rolf l(riptoamfl
5. lvt6d.l dfn AnlLlktur lLcurmni
6. Dtirxl thtlltulli
7. rdv0haE. Iltt*.rl F.r&.lodrc T..t, F.nilrt t .l tl&tup

al Pengamqnan Pongopcraeiaa,
dilalcukao dengan cara :

a, P.mirahan T\rga! dan
Wewcnan&

b. Alur p.rtanggundawabani
c, Percl<rutan SDMi
d. Kontrol input dan output

data;
e. tbntrol peng.lolaan

pcrubahan data

E. -f.- E 30 lLatt

i. &.nii;ritdn Tuao dllr wcftn'qj
2. Atut pct'lanS3uotlN.ban;
3. rtlllnrrar 6DM;
zt. KortDl lolut d., output d.li;
5. Foorel FryrltbaD Frub.hqn dila

I



FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SISTEM MANA.JEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

no I{DGIATA.T ADMTll,/ OPERATOR/
aDx t{tu t(ola

I{EPALA gUA
llotall LPU

t(ota ttR^io
.iI(REtARIi IIPU

R(}aA alt ro Dlvtar l.ru
r{ot aDt to

X'TUA KIU
t{otl ati io I(DLIllOr(APAi

I Kcmanan
(ItK)l

Tcknologi Informaai

E. E.
t

E-rP
t-

-
'E

3. rtb Dl{rlr!

F.ri"out*n"-t.rpataal
2. 

^rlLd 
,Aurll Aplit ti olh nsA oLh Rssn

3 lii.rtsultut, seFrh.tltln F.f,.frrno l$o
2TmriOtO dlr gf, liPo No 3 Ta\un 2022

) Kcmanan Fisik;

E. E.
t E

l, brrrut.l' bhrd oi,
2. pclt.trNdi, d"r crw

elrupua rlEi D.tuaa.

3. t EboL, olla.{rfli
bhetrt, LrN dI*.|

!.

2.
I

T.doFrt p.!'gaq6u/montlDdr8 t
@*r krbrlMi ydt dllbluti

3. McEr.pLD llst ts.o-r.r, Pad. LEFl
FE,ldF,m b&tD|rri

3 Sistcm Manajemen;

I

-

TE T
l. Arrb tuIk
3. Ftb DLh,!
.t. icl(.ro{r D.ta/uDduhn

Aplib.t
S.lhtord.rt atli.Eparkr

p!.lr tEt l yraA
rdnldurri dal bcrb.aa
{rc.D.D da$ tt l@
(oolioh I br!ol5, bllrl
stir

6, a...t lr&rtrrtd yda
dll"durC ((ulot
Frtn .!dr dEi cClV
siiupua d.ri Ftuta.

7,Lutrct lcu!.!rn Fdai.rDFt FDytrp.fib
lnbrE .l (cor.D
tcDhoL, nla.tPrbl.
bhio€trt , klltu at..t)

I IO l
hua.blE lrblertl

2. ttEa?baDok t l0forD..l b.dgerho
klr.i6l.rl drt lR.h-h. ftttstr, T.ibuld

3. F.trb.ltutlrl calBT
.1. ttlnblt|tukln Ou[ur ftl.r vltaE n , aib.t



Pcngelolaan Bcrkelanjutan. i, turh nrili
3. PL Digtlel;

D.6/ urnlulen

5. hbrE !l dit opatLE
p.d. !!EP.l Y.!l
t.dildEsl dEi
bcrtiatAl otrc@m d.lt
rirfio (oorbh
brsltst. b8l .tdP)

6. --i lo.bra.d Yara
dlionuost (.oibh ;

FDlterr! d.d CCTV
f,t uputt d&l FrW..

?. losl tsla.lrn Fd.
ilorst !.orlap.E r
blarnEr kodioh :

rrrl,ol, 6r{':trl!t,
blrctrl., trru *t .)

160 ll.lrt

-iiEffi tunc,rnrit"o.rg.rt a.ucn
?. hrt trrotatl Au,@tnE l*drn*a hlbrEa{

D.blui Frr?Ft&, Fi.n3aur.nld da.t

Keterangan ;
f . Simbol Kapsul/ Terminator (Al untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;



SISTEM INFORIUASI DALAM TA}IAPAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

1 SIDALIH

2 SIPOL

SISTEM INFOMASI DAFTAR PEMILIH
Sistem yang membantu KPU dan Badan Adhoc dalam mengelola tahapan pemutakhiran
Data Pemilih
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
Sistem yang mendukung dalam pengelolaan tahapan pendaftaran verifikasi dan
penetapan parpol peserta Pemilu
SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN
Sistem yang membantu KPU dalam mengelola dan menyusun Dapil DPRD Kab/ Kota
berserta jumlah alokasi kursinya berdasarkan 7 prinsip penataan dapil menggunakan
peta digital
SISTEM INF'ORMASI PENCALONAN
Sistem yang mendukung dalam pengelolaan tahapan pencalonan DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kab/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah
SISTEM INFORMASI I,OGISTIK
Sistem yang membantu KPU dan badan Adhoc dalam manajemen pengelolaan logistik
kebutuhan Pemilu
SISTEM INFOMASI DANA KAMPAI{YE
Sistem yang mendukung dalam pengelolaan dana kampanye dan jadwal kampanye
Parpol dan Peserta Pemilu
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
Sistem yang mendukung dalam pengelolaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan
suara
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC
Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc yang membantu KPU dalam
pengelolaan data anggota KPU dan Badan Adhoc

3 SIDAPIL

4 SILON

5 SILOG

6 SIDAKAM

7 SIREKAP

8 SIAKBA
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JARINGAN IilTERNET KPU KABUPATEN/KOTA
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PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian

sebagaimana strulctur organisasi yang telah diterapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Pnosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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